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1.1  Sanksi  

Menurut Aritosteles yang merupakan seorang filsuf mengemukakan bahwa 

manusia merupakan makhluk zoonpoliticon yang berarti bahwa,manusia merupakan 

makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejaklahir hingga meninggal, manusia hidup 

ditengah-tengah masyarakat danmelakukan hubungan dengan manusia yang lain. 

Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung 

ataupun tidak langsung.Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara 

manusia salingmembutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama 

dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.1 

Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan 

kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang 

mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang 

bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (Rust en Orde). “Ketentuan-

ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang 

berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti 

tertib sosial.2”. 

Berbicara mengenai hukum, maka sebaiknya membahas tentang artinya 

terlebih dahulu. “Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu Alkas, 

bahasa Jerman disebut sebagai Recht, bahasa Yunani yaitu Ius, sedangkan dalam 

bahasa Prancis disebut Droit. Kesemuanya itu mempunyai arti yang kurang lebih 

sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan memerintah.3”. 

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya 

yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan 

himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur 

tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnyalah ditaati oleh anggota 

masyarakat itu. “Oleh karena itu, pelanggaran hukum petunjuk tersebut dapat 

menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu4”. 

Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau 

perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan 

 
1R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2006,h. 40. 
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bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. “Pelaksanaan peraturan 

hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa 

ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan gantirugi bagi 

yang menderita5”. 

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum 

berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu 

memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, 

terdapat larangan-larangan.Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat 

menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa 

tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap 

merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara 

memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa 

walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya. 

“Menurut Black’s Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah “a penalty or 

coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a 

sanction for discovery abuse)” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang 

dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.”6 Sedangkan pengertian 

sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan 

atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan 

undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); “tindakan 

(mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara;Hukum, a imbalan 

negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b 

imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum7”. 

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia 

dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin 

memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan 

akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat 

pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau 

hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya 

hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi. 

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif 

masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. 

Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. 

Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada 
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sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. “Dalam 

kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah 

organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan 

“legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan 

dengan norma yang lainnya8”. 

Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan 

norma-norma lainnya, misalnya norma kesusilaan, norma agama atau kepercayaan, 

norma sopan santun.  Dengan sanksilah maka dapat dibedakan antara norma hukum 

dengan norma lainnya sebagaimana dikatakan oleh  Hans Kelsen berikut, bahwa 

perbedaan mendasar antara hukum dan moral adalah : hukum merupakan tatanan 

pemaksa, yakni sebuah tatanan norma yang berupaya mewujudkan perilaku tertentu 

dengan memberikan tindakan paksa yang diorganisir secara sosial kepada perilaku 

yang sebaliknya; sedangkan moral merupakan tatanan sosial yang tidak memiliki 

sanksi semacam itu. Sanksi dari tatanan moral hanyalah kesetujuan atas perilaku 

yang sesuai norma dan ketidaksetujuan terhadap perilaku  yang bertentangan dengan 

norma, dan tidak ada tindakan paksa yang diterapkan sebagai sanksi. 

Selain norma hukum, terdapat norma sosial yang mengatur perilaku manusia 

terhadap sesamanya, yang biasa disebut ”moral” dan disiplin ilmu yang ditujukan 

untuk memahami dan menjelaskannya disebut ”etika”. Antara keadilan dan 

kepastian hukum tercakup hubungan moral dengan hukum positif. Bila keadilan 

merupakan dalil atau tujuan dari moral, maka kepastian hukum merupakan tujuan 

dari  hukum positif. Di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada keadilan. 

Bila keadilan bersifat relatif, maka kepastian hukumlah yang menjadi kebenaran. 

norma adalah sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya 

bahwa manusia seharusnya berprilaku dengan cara tertentu  

Agar hukum dapat diterapkan hukum harus dipaksakan, paksaan tersebut 

adalah sanksi. Ketika hukum diletakkan dengan sanksi bagi siapa pun yang 

melanggarnya maka dengan demikian hukum dapat diberlakukan atau dengan kata 

lain memiliki kepastian.”Keberadaan sanksi adalah hakekeat dari kepastian hukum 

yang sifatnya empirik. Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi 

disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan9”. 

Jenis dari sanksi ada 3 yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi 

administratif. Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika 

dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam 

 
8Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum, 

Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007,h. 84. 
9Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, 

Yogyakarta, 2009, h. 1. 



hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya 

untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan 

pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana.Menurut Roeslan Saleh, 

sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan 

pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang 

dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat 

dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). 

“Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi 

itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja10”. 

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau 

perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan 

dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang 

dianggap baik dan adil. “Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak 

pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan 

kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat 

dari rumusan undang-undang11”. 

Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu Pidana Pokok, 

yang terbagi atas : Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana denda, 

Pidana Tutupan. Pidana Tambahan, yang terbagi atas Pencabutan hak-hak tertentu, 

Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim. 

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara 

sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, 

kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang 

bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk 

memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti 

dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Dalam hukum perdata, putusan yang 

dijatuhkan oleh hakim dapat berupa: 

1. putusan condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang 

dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Contoh: salah satu pihak 

dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk 

membayar biaya perkara 

2. putusan declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan 

yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan 

menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contoh: putusan yang 

menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa. Di 

dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk 
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memenuhi prestasi (kewajiban) , hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti 

dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru 

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi 

negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap 

administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran 

pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus 

diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam 

melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan 

hukum administrasi negara. 

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekekuasaan yang bersifat 

hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas 

ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi 

Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum 

administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (machtmiddelen), bersifat hukum publik 

(publiekrechtlijke), digunakan oleh pemerintah (overheid), sebagai reaksi atas 

ketidakpatuhan (reactive op niet-naleving). 

Sedangkan untuk sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan 

terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat 

administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa; 

1. denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008), 

2. pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur 

dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009), 

3. penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah 

produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 

Tahun 2008), 

4. tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU No. 

252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008) 

Oleh karena itu, Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang 

yang melanggar hukum. Dan merupakan suatu bentuk perwujudan yang paling jelas 

dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan 

ditaatinya hukum. dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan 

hukum pidana. 

2.2 Pinjaman Online 

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian 

baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di 

tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati 

oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak 

dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kekuasaan/11107
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-negara/117128


Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.“Hal ini ditandai dengan 

digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas 

perbankan. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang 

lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital12”. Dalam era 

perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi 

penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai 

dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. 

Teknologi informasi atau information technology (IT) telah mengubah masyarakat, 

telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta 

menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Dari hal 

inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan e-contract. 

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi layanan 

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan 

layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima 

pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang 

rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan 

internet. Sedangkan didalan Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan Penyelenggara 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya 

disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, 

mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi. 

Didalam perjanjian pinjam meminjam melalui online ada dua pihak yaitu 

pihak pertama adalah Pemberi Pinjaman yang merupakan orang, badan hukum, 

dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi.Kemudian pihak kedua adalah 

Penerima Pinjaman yang merupakan orang dan/atau badan hukum yang mempunyai 

utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi 

informasi. 

Kelebihan yang disukai banyak orang dari pinjaman ini salah satunya adalah 

prosesnya yang cepat. Tak perlu melewati tahap yang berbelit-belit, pengajuan 

pinjaman online ini dapat diproses dengan mudah. Calon debitur pun bisa 

mendapatkan uang yang dibutuhkan dengan segera. Memang, jika dibanding dengan 

jenis pinjaman lainnya, pinjaman online cepat memiliki syarat yang tergolong 

mudah. Berbeda jika mengajukan pinjaman di lembaga keuangan konvensional 
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dengan beragam persyaratan. Pinjaman yang diajukan secara online biasanya 

memberikan syarat mudah seperti cukup dengan melampirkan identitas diri saja. 

1.3 Standar Prosedur Penagihan Piutang 

Dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi memerlukan suatu acuan untuk 

mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi pada perusahaan tersebut. 

Oleh karena itu, setiap perusahaan baik swasta maupun pemerintah hendaknya 

memiliki prosedur dasar pelaksanaan kerja untuk menunjang kelancaran operasional 

perusahaan. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu 

dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman 

bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan 

untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Dengan adanya prosedur yang memadai 

maka pengendalian dan tujuan yang akan dicapai dalam suatu organisasi dapat 

berjalan dengan baik. 

Menurut Baridwan (2009:30) menyatakan bahwa prosedur merupakan suatu 

urutan-urutan pekerjaan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian 

atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap 

transaksiransaksi perusahaan yang sedang terjadi. Sedangkan menurut Mulyadi 

(2013:5) prosedur adalah suatu kegiatan urutan klerikal yang biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang. Kegiatan 

klerikal yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi 

dalam formulir, buku besar dan jurnal yang meliputi menulis, mengadakan, 

menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan dan 

membandingkan. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah 

bagian dari suatu sistem yang merupakan rangkaian dari beberapa tahapan suatu 

tindakan secara sistematis dan jelas dimana melibatkan setiap bagiannya untuk 

menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi yang dilakukan berulang-ulang 

telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur diantaranya adalah :  

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.  

2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik danmenggunakan 

biaya seminimal mungkin.  

3. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.  

4. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.  

5. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan. 

Suatu prosedur dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya :  

1. Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang.   



2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga 

menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang 

seperlunya saja.  

3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh 

seluruh pelaksana.  

4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan 

efisien.  

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila 

terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan 

sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penagihan merupakan proses, cara, perbuatan 

menagih, permintaan agar membayar hutang. Dalam akuntansi penagihan biasanya 

digunakan untuk menunjukkan klaim yang akan dilunasi dengan uang. Penagihan 

adalah suatu kegiatan melakukan tagihan kepada seseorang atau kelompok, agar 

orang tersebut ingat akan utangnya yang harus dibayar. Adapun maksud daripada 

penagihan itu sendiri adalah untuk menginformasikan dan mengingatkan, pihak-

pihak tertagih bahwa ia mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya kepada 

pihak penagih. 

Prosedur penagihan berfungsi membuat surat perjanjian jatuh tempo dan 

mengirimkan kepada debitur. Pada bagian ini merupakan bagian langsung yang 

berhubungan dengan debitur, maka akan ada banyak kendala yang timbul karena 

belum tentu para debitur membayar tagihannya. 

Dalam pengawasan penagihan, manajemen harus mempunyai strategi 

khusus, ketat tetapi tidak menimbulkan kecurigaan melainkan harus menciptakan 

suasana kepercayaan sehingga para pegawai bagian penagihan dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik dan leluasa. Tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa tidak 

akan terjadi penyelewengan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, 

karena kemungkinan kecurangan disini mempunyai peluang besar jika pengendalian 

dan pengawasan diterapkan bersifat longgar.  

 Ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang, 

yaitu: 

1. Melalui Surat, Bilamana pembayaran hutang dari pelanggan sudah lewat 

beberapa hari tetapi belum dilakukan pembayaran maka perusahaan dapat 

mengirim surat untuk mengingatkan atau menegur pelanggan yang belum 

membayar hutangnya yang jatuh tempo. Apabila hutang tersebut belum juga 

dibayar setelah beberapa hari surat dikirimkan maka dapat dikirimkan lagi surat 

dengan teguran yang lebih keras.  

2. Melalui Telepon , Apabila setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan 

tersebut belum juga dibayar maka bagian kredit dapat menelpon pelanggan dan 



secara pribadi memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Kalau dari 

hasil pembicaraan tersebut ternyata pelanggan mempunyai alasan yang dapat 

diterima maka mungkin perusahaan dapat memberikan perpanjangan sampai 

jangka waktu tertentu.  

3. Kunjungan Personal, Melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke 

tempat pelanggan sering kali digunakan karena dirasakan sangat penting dalam 

usaha-usaha pengumpulan piutang.  

4. Tindakan Yuridis, Bilamana ternyata pelanggan tidak mau membayar 

kewajibannya maka perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum 

dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan. 

Piutang merupakan komponen aktiva lancar yang penting dalam aktivitas ekonomi 

suatu perusahaan, karena merupakan aktiva lancar perusahaan yang paling besar 

setelah kas. Piutang timbul akibat adanya penjualan jasa dan barang secara kredit, 

bisa juga melalui pemberian pinjaman. Adanya piutang menunjukkan terjadinya 

penjualan secara kredit yang dilakukan perusahaan sebagai salah satu upaya 

perusahaan dalam meningkatkan penjualan.  

Piutang adalah piutang yang berasal dari penjualan barang atau jasa yang 

merupakan kegiatan usaha normal perusahaan, perusahaan mempunyai hak klaim 

terhadap seseorang atau perusahaan lain. Dengan adanya hak klaim ini perusahaan 

dapat menuntut pembayaran dalam bentuk uang atau penyerahan aktiva atau jasa 

lain kepada pihak siapa yang berpiutang. Pengertian piutang lainnya adalah meliputi 

semua klaim dalam bentuk uang terhadap perorangan, organisasi, badan atau debitur 

lainnya.   

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan piutang adalah tuntutan 

atau klaim antara pihak yang akan memperoleh pembayaran dengan pihak yang akan 

membayar kewajibannnya. Pengelolaan piutang secara efisien sangat diperlukan 

karena akan berpengaruh langsung terhadap keuangan perusahaan akan membuat 

piutang menjadi bagian yang harus ditangani secara seksama. 

Penagihan secara intimidatif sebenarnya merupakan perbuatan yang 

terlarang dilakukan di perusahaan fintech. Ketentuan tersebut tercantum dalam kode 

etik dan perilaku atau Code of Conduct Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech). Dalam 

kode perilaku tersebut mewajibkan seluruh perusahaan fintech mengedepankan 

itikad baik dalam penagihan pinjaman kepada nasabah. 

Kebijakan dalam menagih piutang, secara aktif maupun pasif, dapat 

dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang menjalankan kebijakan aktif dalam 

menagih piutang akan mempunyai pengeluaran dana yang lebih besar untuk 

membiayai aktivitas ini, namun dapat memperkecil risiko dan tidak tertagihnya 

piutang. Perusahaan juga berharap agar pelanggan menyetor pembayaran hutang 



tepat waktu. Kebijakan ini ditempuh dengan cara memungut secara langsung dan 

memberi peringatan dengan mengirim surat kepada pelanggan. 

Dalam kode perilaku tersebut juga mewajibkan perusahaan fintech memiliki 

dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada nasabah yaitu 

peminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi gagal bayar pinjaman. Kemudian, 

setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada nasabah mengenai langkah-

langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau 

kegagalan pembayaran pinjaman. 

Langkah-langkah penagihan tersebut antara lain pemberian surat peringatan, 

persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman, korespondensi dengan 

Penerima Pinjaman secara jarak jauh (desk collection), termasuk via telepon, email, 

atau bentuk percakapan lainnya. Kemudian, perusahan fintech juga harus memberi 

tahu kepada nasabah mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim 

penagihan, penghapusan pinjaman. 

Apabila menggunakan pihak ketiga dalam penagihan, perusahaan fintech 

harus menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas (harus 

tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi. Kemudian, perusahaan fintech juga dilarang 

menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain 

yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri 

Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) baik 

terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya. 

Di dalam  Pasal 47 dan 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Pembiayaan mengatur bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib : Dalam hal Debitur 

wanprestasi Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit 

dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian 

pembiayaan.  

Surat peringatan sebagaimana dimaksud wajib paling sedikit memuat 

informasi mengenai:  

a. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;  

b. outstanding pokok terutang;  

c. bunga yang terutang; dan  

d. denda yang terutang.  

Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk 

melakukan fungsi penagihan kepada Debitur. Perusahaan Pembiayaan wajib 

menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam bentuk 

perjanjian tertulis bermeterai. Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud 

wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  



a.  pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;  

b.  pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan  

c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh 

sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang 

pembiayaan.  

Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak 

yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud 

Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama 

dengan pihak lain sebagaimana dimaksud. 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP perihal Perubahan atas 

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP dalam melakukan penagihan baik 

menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan 

penyedia jasa penagihan, wajib memastikan bahwa:   

1. tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan 

tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku;  

2. identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik ;  

3. tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika 

penagihan sebagai berikut:  

a. menggunakan kartu identitas resmi, yang dilengkapi dengan foto diri yang 

bersangkutan;  

b. penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, 

kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan debitur;  

c. penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik 

maupun verbal;  

d. penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain debitur;  

e. penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara 

terus menerus yang bersifat mengganggu;  

f. penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili 

debitur;   

g. penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 

20.00 wilayah waktu alamat debitur; dan  

h. penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada 

huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan 

dan/atau perjanjian dengan debitur terlebih dahulu.  

Selain memenuhi pokok-pokok etika penagihan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a) sampai dengan huruf h), Penerbit Kartu Kredit juga harus memastikan 

bahwa pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerjasama dengan 

kreditur juga mematuhi etika penagihan yang telah ditetapkan. 



1.4 Perjanjian 

“Perikatan dengan Perjanjian memiliki hubungan yang saling berkaitan. 

Hubungan perikatan dengan perjanjian tersebut bahwa perikatan mempunyai arti 

yang lebih luas dari pada pegertian perjanjian13”. Hal ini karena, perjanjian 

merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan. Di samping itu, terdapat perikatan 

yang lahir dari ketentuan Undang-Undang. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa antara perjanjian dengan perikatan mempunyai hubungan yang berkaitan. 

“Hubungan tersebut berupa perjanjian yang menerbitkan perikatan, sehingga 

perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Dengan kata lain, perjanjian melahirkan 

perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan 

perikatan14”. 

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan 

bentuk dari perjanjian pinjam meminjam uang, yang mana memiliki kekhususan 

tersendiri karena objeknya berada pada via online. Layanan pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi merupakan suatu perjanjian yang mana satu orang mengikatkan 

dirinya kepada orang lain untuk dapat memberikan pinjaman berupa uang melalui 

website pemberi pinjaman (kreditur) kepada peminjam (debitur).Wirjono 

Projodikoro menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai 

harta kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak 

berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, dan phak yang 

lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut. “Bab II Buku III Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian. 

Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, yakni “Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian15”. 

Digunakannya kata “atau” diantara “kontrak” dan “perjanjian” menunjukkan kepada 

kita, bahwa kata “perjanjian” dan “kontrak” menurut Buku III Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata adalah sama dan cara penyebutannya secara berturut-turut 

seperti tersebut diatas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan, bahwa 

pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang 

sama. “Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perjanjian sebagai 

 
13Munir Fuady, Hukum Kontrak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 1. 
14P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 

2005, h. 331. 
15Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan 

(Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2014, h. 60. 



persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-

masing bersepakat akan mentaati apa yang ada dalam persetujuan itu16”. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 1313 menyatakan bahwa 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Berdasarkan rumusan definisi 

perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, istilah perjanjian memiliki 

beberapa unsur: 

a. Perbuatan  

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih  

c. Mengikatkan diri  

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 1313 menyatakan bahwa 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Berdasarkan rumusan definisi 

perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, istilah perjanjian memiliki 

beberapa unsur:”17perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau 

lebih, mengikatkan diri.Dari definisi dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dapat ditelaah, unsur-unsur perjanjian pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi informasi sebagai berikut:  

a. Terdapat para pihak setidaknya 2 (dua)  orang; Layanan pinjam meminjam 

uang merupakan suatu bentuk transaksi yang mana terdapat pihak-pihak, pelaku 

atau subjek dari perjanjian tersebut yaitu pihak penyelenggara pinjaman online 

sebagai kreditur dan debitur.  

b. Ada persetujuan antara pihak yang terkait, baik kreditur maupun debitur dalam 

hal ini sama-sama menyepakati adanya perjanjian pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi informasi.Dimana pihak kreditur menyediakan sejumlah 

uang dan pihak debitur berkewajiban mengembalikan semjumlah uang yang 

dipinjam tersebut. Dalam hal ini juga disepakati kapan waktu pengembalian 

atau jatuh tempo pembayaran diantara keduanya. 

c. Memiliki tujuan yang akan dicapai; Pinjam meminjam uang bagi para pihak 

memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dimana pihak debitur menginginkan 

kemudahan dalam meminjam uang dengan tanpa jaminan. Bagi pemberi 

pinjaman ingin mempermudah debitur dalam mencari pinjaman. 

 
16 Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, dalam Lukman Santosa, Hukum 

Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis), Setara 

Press, 2016, h. 15. 
17Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan 

(Bagian Pertama), 2013, Yogyakarta, FH UII Press, h.66. 



d. Memiliki prestasi yang akan dilaksanakan; Pihak kreditur dan debitur sama-

sama memiliki barang sesuatu yang dapat dituntut yang dinamakan prestasi. 

Yang mana prestasinya disini adalah pihak kreditur memberikansejumlah uang 

kepada debitur, dan debitur berkewajiban mengembalikan sejumlah uang yang 

dipinjam 

e. Memiliki syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. Para pihak dalam 

melaksanakan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tentunya 

memiliki syarat-syarat dalam pelaksanaan berupa mekanisme-mekanisme yang 

harus dipatuhi agar transaksi berhasil. 

Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam fintech 

berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi. Diatur bahwa dalam Pasal 18 POJK, Perjanjian 

pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:  

a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan 

b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.  

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 19, dijelaskan bahwa Perjanjian penyelenggaraan 

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara 

dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen 

elektronik dalam Pasal 1 angka 12 POJK, didefinisikan sebagai setiap informasi 

elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam 

bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, 

ditampilkan, dan atau didengar melalui computer atau sistem elektronik termasuk 

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, petarancangan, foto atau sejenisnya, 

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau 

arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik.   

1.5 Perusahaan Pembiayaan 

Perusahaan pembiayaan adalah merupakan bagian dari lembaga pembiayaan 

yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian nasional. Lembaga pembiayaan 

terdiri dari dua kata, yaitu:  

a. “Lembaga adalah badan adalah badan atau pranata yang bermaksud melakukan 

sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukasn suatu usaha18”. 

b. “Pembiayaan adalah perbuatan untuk membiayai baik perorangan maupun 

bentuk perusahaan19”. 

 
18Andi Hamzah, Kamus Hukum, 1986 , Jakarta , Ghalia Indonesia ,  h.349. 
19Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1985 , Jakarta ,  h.582. 



Menurut Pasal 4 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan  

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang termasuk salah 

satu dari Lembaga Jasa Keuangan. Sedangkan menurut Pasal 2  Peraturan Presiden 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang  Lembaga Pembiayaan, Lembaga pembiayaan 

meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan perusahaan 

pembiayaan infrastruktur.  

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana 

secara langsung dari masyarakat.20”. Dari pengertian tersebut di atas terdapat 

beberapa unsur-unsur:  

a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk 

melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.  

b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara 

membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.  

c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.  

d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.  

e. Tidak menarik dana secara langsung.  

f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat. 

Dalam Pasal 1 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 

Perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang 

menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang 

didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk 

tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan pengertian dari 

Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf (b) 

dikatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan yaitu “badan usaha di luar bank dan 

lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan 

yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.” 

Perusahaan   pembiayaan   adalah    usaha   di luar   Badan  dan   Lembaga  

Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang 

termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah 

badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak 

Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. 

Perusahaan Pembiayaan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting 

dalam mendukung perekonomian nasional yaitu sebagai salah satu sumber 

 
20Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kedua , Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. h. 281. 



pembiayaan alternatif bagi masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan permodalan 

dan atau untuk membeli barang (asset). 

Perusahaan pembiayaan mempunyai peranan yang  penting, yaitu sebagai 

salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang 

pertumbuhan perekonomian nasional. Disamping peran tersebut diatas, lembaga 

pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu 

menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat dengan berperan aktif 

dalam dalam pembangunan. Diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat 

mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan. 

2.6 Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang 

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, 

dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang 

berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 

terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk 

menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal 

dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan 

dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. 

OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan yang telah diresmikan pada 16 Juli 2012. Ada lima langkah yang dilalui 

OJK, sebelum pada akhirnya OJK menjalankan seluruh rangkaian tugasnya secara 

menyeluruh, antara lain: 

a. 15 Agustus 2012 dibentuk Tim Transisi OJK Tahap I yang bertugas untuk 

membantu para Dewan Komisioner OJK dalam melaksanakan tugas. 

b.  31 Desember 2012, OJK secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas 

Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank. 

c. 18 Maret 2013, dibentuk Tim Transisi OJK Tahap II yang bertugas membantu 

Dewan Komisioner OJK yang melasanakan pengalihan fungsi, tugas dan 

wewenang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari BI. 

d. 31 Desember 2013, OJK sepenuhnya menjalani tugasnya dalam mengawasi 

kinerja Perbankan. 

e. 01 Januari 2015, OJK mulai meluaskan pengawasannya ke industry Non-Bank, 

yaitu Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). 

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam 

sektor jasa keuangan: 

1. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 

2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan 

stabil; dan 



3. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 

1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non perbankan. 

2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan 

3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga 

pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang: 

1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini; 

2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 

3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 

4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 

5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; menetapkan peraturan 

mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa 

Keuangan dan pihak tertentu; 

6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada 

Lembaga Jasa Keuangan; 

7. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, 

dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan 

8. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang: 

1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa 

keuangan; 

2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala 

Eksekutif; 

3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, 

dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau 

penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

perundang-undangan di sektor jasa keuangan; 

4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak 

tertentu; 

5. melakukan penunjukan pengelola statuter; 

6. menetapkan penggunaan pengelola statuter; 

7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan 

8. memberikan dan/atau mencabut: 

a. izin usaha; 

b. izin orang perseorangan; 



c. efektifnya pernyataan pendaftaran; 

d. surat tanda terdaftar; 

e. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 

f. pengesahan; 

g. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 

h. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan. 

 

 


